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ABSTRACT

The isswance of Permendilhud No. 2 Year 2024 has an impact on the increase in the cost of
education at the tertiary level which then canses o refection response from the community,
Digital transformation has changed the way the public participates in respondmng to the policy,
which is now done throngh Twitier ax a digital public sphere, This study aims to determine the
process and pattern of public participation in responding 1o the policy of increasing tuition
Jees at the fevtiary level carried out througeh Twitter as a dizitel public sphere nxing a mix
method. Data were obtaimed throngh interviews, observations and data crawling which were
then procexsed descriptively quaditatively and also gquantiiaiively nsing the social network
analysis method to obtain date inferpretution, Public participation on Twitter as an accessible
digital public sphere altows peaple to be actively involved i discussions and the formation of
public opinion. fntervention from buzzers does not hinder the formation of public opinion so
that public participation still sncceeds in encowraging the government to cancel the policy of
increasing fuition fees of the tertiary level in Indonesia, Social netwark analysis shows that
there is a complex and fereons network pattern of public participation with diverse discussions
in variows small groups in the network. Meanwhile, the news media tempodotee became
influential tn disseminating information and enconraging massive participation to influence
the policy af increasing tuition fees af the tertiary fevel,
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ABSTRAK

Diterbitkannya Permendikbud No, 2 Tahun 2024 berdampak pada naiknya biaya pendidikan
tingkal perguruan linggi yang kemudian menimbulkan respon penolakan dari masyarakat,
Transformasi digital mengubah cara masyarakat dalam melakukan partisipasi publik untuk
merespon kebijakan tersebut vang kini dilakukan melalui Twitter sehagai disital public sphere.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pola partisipasi publik dalam merespon
kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi vang dilakukan melalui Twitter
sebagal digital public sphere dengan menpgunakan metode penelitian mix method. Data
diperoleh melalui wawancara, observasi serta data crawling yang kemudian diolah secara
deskriptif kualitatif dan juga keantitatif menggunakan metode social network analyses untuk
memperoleh interpretasi data. Partisipasi publik di Twitter sebagm digital public sphere vang
aksesibel memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam diskusi dan pembentukan opini
publik, Intervensi danl Auzzer tidak menghalanpi pembentukan opini publik  sehingga
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partisipasi publik tetap berhasil mendorong pemerintah untuk membatalkan kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi di indonesia. Social network analysis
menunjukkan terdapat pola jaringan partisipasi publik yang bersifat kompleks dan renggang
dengan diskusi yang beragam dalam berbagai kelompok kecil dalam jaringan. Sementara itu,
aku media berita tempodotco menjadi agar akan berpengaruh dalam menyebarluaskan
informasi dan mendorong partisipasi yang masif hingga dapat mempengaruhi kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat pergurnan tinggi tersebut,

Kata kunci: kebijakan, partisipasi publik, pendidikan, digital public sphere

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu
modal dasar pembangunan suatu negara
melalui adanya sumber daya manusia yang
kompeten dan berkualitas dengan pola pikir
yang lebih baik dan terarah. Revolusi
industri dan globalisasi menghadirkan
suatu tuntutan yang besar terhadap dunia
pendidikan untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang berdaya saing, sebab
kini manusia tidak hanya bersaing dengan
sesamanya tetapi juga bersaing dengan
teknologi (Savitri, 2019).

Situasi tersebut menjadi tidak
sebanding dengan kondisi pendidikan di
Indonesia yang jumlah lulusan perguruan
tingginya hanya mencapai 10% dan total
populasi orang dewasa (BPS, 2024). Faktor
eksternal berupa kondisi ekonomi menjadi
alasan utama rendahnya jumlah lulusan
perguruan tinggi di Indonesia (Abdullah &
Gani, 2022). Adanya Permendikbud No. 2
Tahun 2024 melatarbelakangi kenaikan
biaya kuliah yang tidak wajar dan
berdampak pada terhambatnya kesempatan

dan turunnya minat masyarakat untuk
melanjutkan  pendidikan ke = jenjang
perguruan tinggi.

Suatu kondisi menarik yang dapat
diamati ialah fenomena dimana mahasiswa
dan masyarakat umum merespon kebijakan
melalui media sosial hingga menjadi viral.
Melansir unggahan berita dari Detik com
(27/5/2024) masifnya aksi protes di melalui
media sosial mengenai kenaikan biaya
pendidikan tinggi yang tidak rasional
kemudian ditanggapi dengan pemanggilan
Nadiem Makarim oleh Komisi X DPR RI.
Pada akhimya, muncul keputusan berupa
pembatalan kebijakan kenaikan UKT dan
IPI pada tingkat perguruan finggi di
Indomesia,

Fenomena tersebut dapat terjadi
mengingat media sosial memberikan
pengaruh  positif dalam  meningkatkan
partisipasi publik pada proses pengambilan
keputusan  sekalipus  sebagai  ruang
diseminasi isu-isu kebijakan publik (Zhang,
2023). Melalui media sosial masyarakat
dapat menentang  kebijakan  atan
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mengusutkan audiensi terhadap pemerintah
dengan upaya vang terencana (Latifah &
Najicha, 2022), Masyarakat mampu
berkontribusi melakukan
mengambil peran  dalam  pengambilan

dengan

keputusan melalui  partisipasi  dalam
diskursus di media sosial.

Metode partisipasi publik yang dulu
diselenggarakan  secara

melalui  media-media  mainstream  dan

konvensional

perkumpulan pada sualu ruang publik kini
beralih menuju partisipasi publik dengan
metode  baru di mang publik yang
terdigitalisasi (Rahman et al, 2023),
Pergeseran  pengpunaan rmang  publik
- tersebut dilatarbelakangi oleh modernisasi
yang meningkatkan penggunaan media
sosial. We Are Social (2025) menyatakan
pada tahun 2024 hingga 2025 telah terjadi
peningkatan pengguna aktif media sosiat i
Indonesia sebesar 2,9% sehingga kini total
pengguna media sosial mencapai 143 juta
pengguna pada Januari 2025,

Munculnya beragam bentuk  dari
media digital yang salah satonya berupa
Twitter mampu memunculkan bentuk aksi
kolekuf baru  dan  pengorganisasian
partisipasi publik yang dilakukan secara
digital (Thiel, 2023). Contoh konkretnya
adalah ketika publik menunjukkan sikap
dan respon terhadap kebijakan kenaikan
biaya pendidikan perguruan tinggi melali
- aplikasi Twitter sebagai salah satu digital
public sph-ere. Perkembangan media sosial

sebagai bentuk dari digital public sphere
yang interaktif memungkinkan adanya
penelrasi - yang lebih  besar terhadap
partisipasi masvarakat termasuk dalam
merespen  kebijakan dari pemerintah
sebagai bagian dari proses demokrasi.
Munculnya twitter sebagai digital
public sphere tidak dapat dilepaskan dari
pemikiran Jurgen Habermas terkait konsep
ruang publik atau public sphere itu sendiri,
Ruang publik di simi bukan merujuk pada
seatu  institusi  maupwn  organisasi
melainkan suata tempat bagi warga negara
untuk berpartisipasi dan terlibat dalam
dialog terbuka mengenai isu-isu publik
(Hardiman, 2010}, Habermas  (2012)
memberikan definisi public sphere sebagai
suatu rangh kehidupan sosial manusia yang
ditujukan untuk memenuhi  kepentingan
dari =~ publik - sehingga memungkinkan
terbentuknya suatu kesepakatan kolektif,
Digitalisasi dan perkembangan
media turut mempengaruhi perkembangan
public sphere dimana internet menyediakan
cara-cara  baru  untuk  mempengaruhi
kebijakan dan  aktif secara politik
{Papacharissi, 2002}  Fuchs (2021}
mengungkapkan  bahwa  transisi  ini
membentuk perkembangan public sphere
yang beriransformasi  menjadi  digital
public sphere yaitu sebuah dimensi dari
ruang - publik  dimana pnilgcfahuan

~ dipublikasikan dalam format digital dan




menjadi bahan perdebatan publik secara
kritis melalui dunia maya.

Penelitian Thsan dan Adnan (2022)
membuktikan bahwa Twitter memberikan
ruang untuk memengaruhi undang-undang
cipta kerja melalui aktor yang bebas
membangun wacana dan meningkatkan
partisipasi publik untuk menolak kebijakan.
Kajian content analysis milik Khatami &
Kumia (2022) membuktikan bahwa akun-
akun aktivis, influencer, dan media massa
memimpin diskursus perdebatan
pemecatan pegawai KPK yang menegaskan
bahwa Twitter efektif untuk menerapkan
demokrasi pada ruang publik yang
terdigitalisasi.

Penelitian terdahulu turut
menyatakan bahwa Twitter menjadi ruang
publik alternatif vang memprakarsai
pembentukan jaringan komunikasi pada
saat pandemi Covid-19 di Swiss sehingga
warga dapat membentuk opini publik dan
melakukan diskusi secara bebas meskipun
sedang berada di  tengah  knisis
(Rauchfleisch et al, 2021). Selain ito,
analisis kuantitatif turut menyatakan bahwa
publik  dapat menunjukan dukungan
terhadap  kebijakan  yang  diambil
pemerintah dalam menghadapi krisis
melalui Twitter (Kurten & Beullens, 2021)

Dengan  memadukan  analisis
deskriptif kualitatil’ dengan social network
analysis, penelitian i berusaha untuk
melengkapi  kekurangan dari penelitian

terdahulu yang menggunakan teori yang
sama. Tujuan dari penelitian ini ialah
menganalisis partisipasi publik serta pola
jaringan partisipasi publik dalam merespon
kebijakan kenaikan biaya pendidikan
perguruan tinggi di Indonesia melalui
Twitter sebagai digital public sphere.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalm
Twitter dengan menggunakan metode mix
method  atau  kombinasi  pendekatan
kualitatif  dan  kuantitatif. — Dengan
mengaplikasikan metode tersebut dapat
diperoleh data vang lengkap sehingga
memberikan gambaran yang komprehensif
terkait partisipasi publik melalui Twitter
sebagai digital public sphere dalam
merespon  kebijakan  kenaikan  biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi di
Indonesia. Data  diperoleh  melalui
wawancara, observasi dan data crawling
melalui aplikasi Twitter yang dibatasi pada
periode 1 April 2024 hingpa 31 Mei 2024,
Guna memastikan kualitas data digunakan
triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Analisis data dilakukan
menggunakan metode Social Network
Analysis dengan software Gephi 0.10 yang
dipadukan dengan analisis  deskriptif
kualitatif. ~ Melalui  analisis  tersebut
didapatkan interpretasi data yang mampu
menggambarkan pelaksanaan partisipasi
publik serta pola jaringan partisipasi publik
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yang  terjadi selama  masyarakat
memberikan respon terhadap kebijakan
kenaikan  biaya pendidikan  tingkat
perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter
pada awal tahun 2024,

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Publik dalam
Merespon Kebijakan Kenaikan
Biaya Pendidikan Perguruan
Tinggi di Indonesia

1. Forum Partisipasi

Forum vyang digunakan
masyarakat untuk  melakukan
partisipasi publik dalam menolak
kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
yakni secara daring melalui media
sosial Twitter. Twitter menjadi
forum yang bebas, praktis dan tidak
terpengaruh oleh batasan geografis
maupun batasan waktu. Selain itu,
Twitter tidak memiliki limitasi
terkait kapasitas.

Dalam kasus penolakan
kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
melalui Twitter ditemukan adanya
intervensi dari pemerintah melalui
buzzer. Buzzer melakukan
intervensi dengan menggiring opini
publik dan mengalihkan perhatian
publik ke isu lain yang lebih aktual.
Opini yang dibentuk oleh huzzer

digunakan sebagai justifikasi dan
menggiring opini publik bahwa
kebijakan kenailkan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
mendapatkan  dukungan  publik
yang luas. Kondisi ini melemahkan
kritik terhadap kebijakan dan
meningkatkan potensi pemerintah
untuk tidak melakukan perubahan
kebijakan.

Adanya intervensi buzzer
tidak menghalangi terbentuknya
opini publik dalam forum Twitter,
Opini  publik terbentuk melalui
tweet yang saling terhubung dan
penggunaan hashiag secara masif
Tweer berisi tuntutan perubahan
kebijakan kenaikan biaya
pendidikan perguruan tinggi yang
memuat hashfag ini menimbulkan
tekanan politik kepada pemernintah.
Tuntutan dan opini publik yang
menentang  kebijakan  kenaikan
biaya pendidikan tingkat perguruan
tinggi tersebut yang mendesak
pemerintah  hingga  akhirnya
menghasilkan  suatu  perubahan
terhadap kebijakan.

. Akses Untuk Menyampaikan

Aspirasi

Twitter  sebagai  forum
partisipasi publik dapat diakses
dengan mudah asalkan memiliki
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akun yang terdaftar. Dengan akses
yang  begitu  mudah  untuk
menjangkau Twitter, masyarakat
yang tidak memiliki akses terhadap
saluran partisipasi tradisional dapat
tetap terlibat aktif dalam diskusi
untuk merespon kebijakan kenaikan
biaya pendidikan tingkat perguruan
tinggi. Aksesibilitas forum yang
tinggi memungkinkan masyarakat
dari berbagai kalangan untuk
menyuarakan  pendapat  secara
inklusif dan
visibilitas isu kebijakan tersebut.

meningkatkan

Akun  mention  confess
dengan ribuan pengikut membuat
akses informasi menjadi lebih luas
dan meningkatkan peluang topik
pembahasan mengenai  kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan tinggi menjadi trending
topic. Ketika telah menjadi trending
topic maka aksesibilitas informasi
dan kesadaran publik untuk ikut
serta dalam merespon kebijakan
tersebut meningkat. Trending topic
memberikan akses informasi vang
besar terkait kebijakan kenaikan
biaya pendidikan tingkat perguruan
tinggi memunculkan probabilitas
yvang agar diskursus mengenai
kebijakan tersebut segera
ditanggapi oleh pemerintah,

Fitur-fitur Twitter memiliki
peran besar dalam menciptakan
akses yang tinggi terhadap jaringan
partisipasi. Retweer meningkatkan
aksesibilitas pada jaringan
partisipasi dengan menyetujui suatu
opini yang telah diunggah. Reply
memungkinkan pengguna untuk
memberikan  tanggapan. (Quote
retweet memberi perspektif kntis
terhadap kebijakan kenaikan biaya
pendidikan  tingkat  perguruan
tinggi. Kondisi ini meningkatkan
kemungkinan opini publik
terbentuk dan partisipasi  vang
dilakukan dapat memengaruhi
kebijakan secara konkret.

Keterlibatan  Dalam  Proses
Partisipasi
masyarakat memiliki

kemampuan untuk terlibat dalam
proses tersebut yang diawali dengan
berekspresi dan berinteraksi dengan
cara-cara  seperti  penggunaan
meme, like, reply, retweet, dan
mention, Interaksi memperkuat
partisipasi publik saat merespon
kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
schingga mampu  mendorong
terjadinya  perubahan  terhadap
kebijakan tersebut. Interaksi tidak

hanva berlangsung antara sesama
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masyarakat, tetapt antara
masyarakat dengan pemerintah
vang meningkatkan probabilitas
diberikannya respon balik dari
pemerintah.

Masyarakat merealisasikan
kemampuannya untuk  terlibat
dalam proses diskusi melalui fitur
reply dan space secara anonim.
Diskusi  terbuka di  Twaitter
menunjukkan aspirasi masyarakat
tersampaikan  secara  langsung
dalam merespon dengan mengkritik
kebijakan kenaikan biaya
pendidikan  tingkat  perguruan
tinggi. Diskusi menyatukannya
pendapat masyarakat menjadi opini
publik yang digunakan sebagm
landasan untuk menumntut
pemerintah  melakukan  revisi
terhadap kebijakan kenaikan biava
pendidikan perguruan tinggi.

Dalam proses diskusi turut
terjadi penurunan kualitas wacana
publik dalam merespon kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan  tinggi.  Penurunan
kualitas wacana membuat
masyarakat menjadi provokatif
karena adanya disinformasi yang
mempersulit pembentukan opini
publik. Padahal, diperlukan opini
publik yang kuat dengan landasan
argumen  yang berkualitas agar
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kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
dapat diubah melalui respon yang
diberikan pemerintah.

Seluruh  masyarakat yang
melakukan partisipasi publik untuk
merespon kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
memiliki kemampuan yang sama
untuk  terlibat dalam  proses
pembentukan opini publik. Tweet
yang diunggah akan terhubung
dengan mweer dari pengpuna lain
sehingga terakumulasi membentuk
opini publik hingga pembahasan
menjadi viral. Ketika isu kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan tinggi ini menjadi viral,
aspirasi masyarakat tersampaikan
dan membentuk tekanan pada
pemerintah  sehingga  mampu
membatalkan kebijakan kenaikan
biaya pendidikan tingkat perguruan
tinggi pada akhir bulan Mei 2024,

Pola Jaringan Partisipasi Publik
dalam  Merespon Kebijakan
Kenaikan Biaya Pendidikan
Perguruan Tinggi Melalui
Aplikasi Twitter
Pola Jaringan Partisipasi Publik
Dalam  visualisasi pola
Jaringan partisipasi publik, titik-
titik menyimpulkan node atan aktor
yang mengunggah suatu respon
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sedangkan garis-garis adalah edges
yaitu hubungan atau relasi yang
dimiliki oleh para aktor. Berikut
adalah  visualisasi pola jaringan
partisipasi publik dalam merespon
keijakan Lenarkan biaya

pendidikan perpurian tinggi.

Gambar 1. Poda Jaringan Partisipasi
Sumber: Gephi, Glah Data Penclin (2025)

Terdapat rode schanyak 964
vang disertai dengan 734 edpes.
melalui  angka tersebut  dapat
dipahami bahwa terdapat 964 aktor
vang terlibal  dalam  partisipasi
publik untuk merespon kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
petguruan  tinggi  yang  disertai
dengan 734 relasi guna melakukan
pembahasan kebijakan, Aktor vang
saling terkoneksi dalam sebuah pola
jaringan partisipasi publik
menandakan adanya pembahasan

kebijakan kenaikan biaya

pendidikan tingkat perguruan tinggi
vang konsisten dilakukan dalam
jumlah yang besar.

Diameter jaringan bernilai
19 dengan nilai averape degree
dalam jaringan partisipasi publik
tersebut adalah 1.523 yang cukup
rendah  karena hanya  bemilai
satuan. Ini menunjukkan bahwa
akior pada jaringan tersebut lemah
dalam  membangun relasi pada
Jarmgan  yang  besar.  Sulitnya
membangun relasi ini berpengaruh
pada pembentukan opini  publik
terkait kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat pergaruan tinggi
yang terhambat karena aspirasi
yang diunggah masyarakat menjadi
lebih sulit terhubung.

Craph  density  bernilai
(1002 dimana nilai ini lebih dekat
denpan O darpada 1 yang
menunjukkan minimnya intensitas
interaksi antaraktor. Artinya, relasi
yvang terjalin tidak intens dan
mencerminkan tidak terlalu banyak
diskusi untuk membahas kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan tinggi,

Pengelompokkan aktor
dalam jaringan atau  miodlarity
yang nilainya semakin mendekati 1
maka semakin banyak kelompok

atau cluster yvang terbentuk. Nilai




maodufarify pada jaringan partisipasi
publik untuk merespon kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan linggi adalah 0955 yang
menunjukan terbentuknya banyak
kelompok atau ofusier. Kondisi
tersebut  mencerminkan  bahwa
respon yang  diberikan  sangat
beragam dan komprehensif
sehingga kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi
tersebut dapat ditelaah melalui

berbagai persepsi.

. Altor-Akter yang Berpengaruh
Dalam Jaringan

Untuk mengetahui  aktor
yang berpengaruh perlu dilakukan
pengukuran nilai degree centrality,
Semakin  tinppi  nilai  depree
centrality maka semakin populer
pula  aktor  tersebut.  Akun
tempodoteo menjadi pemilik degree
centrality tertinggi dengan skor 35.
Aktor dengan degree  centrality
tinggr  memiliki  peran  untuk
memperluas jangkauan partisipasi
dengan penyebarluasan  informasi
terkait isu kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat pergurnan tinggi
yang lebibh  masif.  Dengan
diseminasi informasi yang (inggi

maka akan lebih mudah untuk

mengambil perhatian publik dan
menjaring banyak partisipan.
Berikut adalah  visualisasi
pola  jaringan  partisipasi  publik
dalam merespon kebijakan
kenatkan biaya pendidikan tinglat

perguruan  tinggi  berdasarkan

degree centirality

Gambar 2 Pola Jaringan Berdasarkan

Degree Cenirality

Sumber; Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Dalam melakukan telaah
pada aktor yang berpengaruh dapat
dilakukan  analisis  closeness
centrality berdasarkan  kedekatan.
Pada pengukuran derajat  im
difokuskan untuk melihat  jarak
kedekatan antara aktor satu dengan
aktor yang lain dengan skala 0
hingga 1. Dalam analisis yvang telah
difakukan didapati lebih dari 100
aktor yang memiliki nilai cfoseness

centrality 1.0. Berikut ditampilkan
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20 akun teratas dari perhitungan

analisis closeness centrality:

Tabel 1. Daftar 20 Aktor dengan

Nilai Closeness Centrality

aktor-aktor sehingpa
memungkinkan lebih banyak aktor
untuk  saling  berinteraksi  dan
berdiskusi dalam sebuah jaringan.

Kondisi ini memingkatkan intensitas

ashordione_id

Strategi_Risnis

Tertinggi . . .
&t diskusi dalam merespon kebijakan
Na. Aktor No. Aktor kenaikan biaya pendidikan
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3, T 3 . tonbas ; . . - : .
20 MariM i SR pola  jaringan  partisipasi  publik
4. kpblgnunfacdl 14, | WongalasHoban "
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kenaikan biaya pendidikan tingkat
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8. hrdbsicot 18. |  ParaiSocmed
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10,
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Sumber: Gephi, Olah Data Penelit (2025)

Penentunan aktor-aktor yang
berpengaruh dalam pola jaringan
dapai ditentukan dengan
menghitung betweenness centrality
untuk mengidentifikasi posisi dari
aktor sebagai perantara informasi.
Semakin tinggi nilai betweensesy
centrality maka semakin tinggi pula
peran  aktor  tersebut  dalam
menjembatani persebaran
informasi. Tempodotco merupakan
aktor  dengan sentralitas
keperantaraan tertinggi dengan nilai
22875.1. Tweer milik tempodoteo

mampu  menjembatani  interaksi

Gambar 3. Pola Jaringan Berdasarkan

Betweenness Centrality

Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Pengukuran gigenvector
centrality merupakan  pengukuran
sentralitas yang didasarkan pada
koneksi yang dimiliki oleh satu
aktor dengan aktor yang lain

sehingga berperan dalam




penyebaran informasi, penpgerak
diskusi, maupun inisiator dalam
suatu efnster i dalam  jaringan,
Skala penilaiannya adalah ¢ hingga
| yang berarti semakin mendekati
nilai | maka semakin tinggi pula
nilai eigenvector centrality. akun
dengan  nsermamie  tempodoteo
memiliki nilai gigenvector
certrality tertinggi dengan nilai 1.
Bertkut adalah  visualisasi
pola jaringan partisipasi publik
dalam MErespor kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkat
perguruan  tinggi  berdasarkan

eigenvector centrality,

Gambar 4. Pola Jaringan Berdasarkan
Ligenvector Centrality
Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Sebagai  media  berita,
tempodoteo rutin mempublikasikan
informasi aktual yang akurat terkait

dengan kebijakan kenaikan biaya

pendidikan  tingkat  perguruan
tinggi. Melalui fweet berila yang
tersebut tempodotco  membanpun
koneksi dengan masvarakat ¢an
mengembanpkan  diskusi  hingpa
terbentuk  sualu  kelompok yang
fokus membahas isu  kebijakan
kenaikan biaya pendidikan tingkai
pergurnan tinggi melalui  kolom
komentar.  Konektivitas  akun
fempodoteco yang  tinggi  dan
kemampuannya untuk membentuk
suatu  kelompok  kecil  (cfuster)
dalam pola jaringan partisipasi
publik membuat diskusi  dalam
merespan kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi

menjadi semakin kuat.

C. Pembahasan
Twitter menjadi forum digital yang

praktis dan efisien untuk  melakukan
partisipasi publik sebab memiliki fitur-fitur
vang mampu meningkatkan aksesibilitas
pengguna untuk berpartisipasi  melalui
dunia maya. Smymaios & Baisnée (2023)
mengungkapkan bahwa infernet
melatarbelakangi  terjadinya  fenomena
tersebut  sebab  intermet  memacu
pertumbuban  platform  digital  dan
meningkatkan aksesibilitas publik terhadap
informasi isu serta konten politik yang
berdampak pada semakin meningkatnya

kebebasan masyarakat untuk berekspresi.



Temuan penelitian menunjukkan
bahwa terdapat kecenderungan untuk
menggunakan  akun  anonim  ketika
melakukan partisipasi dalam merespon
kebijakan kenaikan biaya pendidikan
tingkat perguruan tinggi. Habermas (2022)
telah menyelaraskan teorinya dengan
perkembangan teknologi dan memaparkan
bahwa media sosial memunculkan ruang
publik baru yang memungkinkan terjadinya
penyebarluasan  informasi dan  diskusi
publik secara anonim,

Kecenderungan penggunaan akun
anonim pada saat melakukan partisipasi
publik meningkatkan minat masyarakat
untuk berpartisipasi (Perbawani et al,
2018). Di sisi lain hal tersebut mendorong
terbentuknya tirani massal yang berpotensi
merusak pondasi utama dari ruang publik
yakni pertukaran informasi yang logis dan
rasional (Ubayasiri, 2006). Anonimitas ini
turut mendorong munculnya buzzer yvang
akan mempengaruhi kualitas wacana pada
partisipasi melalui digital public sphere.

Penurunan kualitas  wacana
disebabkan oleh adanya echo chambers
vang  mendistorsi  diskusi  publik
(Swastiningsih et al,, 2024). Masyarakat
vang terjebak dalam echo chambers di
media sosial mengalami penurunan kualitas
wacana dan  keterbukaan  terhadap
pandangan yang berbeda perspektif
(Khairina etal, 2022). Kondisi ini
mengurangi efektivitas partisipasi publik

dalam proses kebijakan sebab tidak adanya
pemahaman yang komprehensif dari
berbagai sudut pandang untuk memahami
permasalahan dari sebuah kebijakan.

Aktor-aktor  dominan  dalam
jaringan  partisipasi  berperan  dalam
melakukan diseminasi informasi sehingga
diskursus mampu terjadi secara luas.
Fenomena ini dijelaskan oleh Tagoe &
Zhang (2024) wyang menyatakan bahwa
media sosial seperti Twitter membuka jalan
terhadap partisipasi publik terutama dalam
proses pengambilan keputusan kebijakan
publik. Media sosial menjadi forum yang
layak digunakan untuk mengunggah
informasi dan meningkatkan hubungan
publik dengan pemerintah pada saat
memformulasikan kebijakan (Reianu dan
Dobra, 2024),

Keberhasilan dari partisipasi publik
melalui Twitter dalam merespon kebijakan
kenaikan  biaya  pendidikan  tingkat
perguruan  tinggi telah menjadi bukt
konkret bahwa partisipasi yvang dilakukan
secara digital perlu dipertimbangkan oleh
pemerintah. Diperlukan penyediaan digital
public sphere yang representatif dan bebas
dari intervensi sangat diperlukan untuk
memfasilitasi kegiatan partisipasi publik
vang demokratis. Denhardt dan Denhart
(2007) menilai bahwa hal tersebut menjadi
kewajiban dari pemerintah, sebab dalam
rangka menjaga iklim partisipasi publik
yang demokratis pemerintah berkewajiban
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menyediakan forum partisipasi publik yang
bersifat tidak langsung dalam bentuk yang
lain seperti digital public sphere,

KESIMPULAN

Partisipasi publik terjadi pada
forum daring yakni Twitter sebagai digital
public sphere, Partisipasi publik memiliki
aksesibilitas yang tinggi terhadap forum,
informasi dan jaringan partisipasi sehingga
masyarakat memiliki kemampuan vyang
besar untuk terlibat dalam proses interaksi,
diskusi dan pembentukan opini publik.
Meskipun terdapat intervensi dan buzzer
dan juga penurunan kualitas wacana karena
adanya pengaruh  anonimitas, tetapi
partisipasi tetap mampu menghasilkan
opini publik yang berhasil mendapatkan
respon dari pemerintah yang melakukan
pembatalan kebijakan kenaikan biaya
pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Pola jaringan partisipasi publik
yang terbentuk merupakan jaringan yang
besar dan renggang. Hal ini menunjukkan
intensitas interaksi yang minim. Namun,
keberadaan banyak kelompok atau cluster
dalam jaringan mengindikasikan bahwa
telah terjadi diskusi yang komprehensif
Melalui pengolahan data menggunakan
Gephi 0.10 dengan metode social network
analysis untuk mengukur nilai degree
centrality, berweenness centrality,
closeness  centrality, dan eigenvector
centrality didapatkan aktor vang paling

berpengaruh dalam pola jaringan partisipasi
tersebut yaitu tempodotco. Sebagai akun
media berita, tempodotco konsisten
menyebarluaskan informasi terkait
kebijakan kenaikan biaya pendidikan
tingkat ~ perguruan  tinggi  sehingga
persebaran informasi menjadi luas dan
memicu banvak diskusi vang masif melalui
Twitter hingga berhasil mempengaruhi
kebijakan kenaikan biaya pendidikan
tingkat perguruan tinggi tersebut.

SARAN

Berkaitan dengan partisipasi publik
yang dilakukan melalui Twitter sebagai
digital public sphere disajikan rekomendasi
sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu
memberi tanggapan yang lebih
bijak terhadap partisipasi publik
dengan meminimalisir penggunaan
buzzer guna menjaga legitimasi dari
pemerintah  sekaligus menjaga
pondasi utama digital public sphere
yang bebas dan intervensi.

2. Guna menjaga kualitas wacana
dalam partisipasi di digital public
sphere perlu dilakukan pemeriksaan
informasi oleh masyarakat sebelum
opini  diunggah. Di samping itu,
masyarakat diharapkan mampu
menjadi  lebih  selektif dalam
menerima segala informasi yang
tersebar melalui Twitter,
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3. Disajikan  rekomendasi  bagi
pengelola Twitter untuk
mempertimbangkan  penggunaan
algoritma yang lebih representatif
dan  objektif guna menunjang
partisipasi publik melalni Twitter
sebagai diggital public sphere.,
Berkengan dengan pola jaringan
partisipasi publik vang terbentuk maka
diberikan rekomendasi kepada akior-aktor
yang berpengaruh yakni sebagai berikut;

L. Aktor-aktor yang berpengaruh pada
pola jaringan partisipasi  publik
hendaknya mampu untuk menjaga
netralitas  serta  meningkatkan

akurasi dan kredibilitas informasi

pada saat menpunggah aspirasi
ketika berpartisipasi melalui digitalf
public sphere,

2. Dirckomendasikan  pula  bagi
penelitt selanjutmya agar mampu
menjalankan penelitian dengan isu
vang lebih aktual disertai dengan
data yang lebih kompleks dengan

Jumlah yang lebih besar.
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